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ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PeraturanKPU Nomor 5 
Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu 
menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Kantor 
Akuntan Publik Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati 
dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018. 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini 

adalah : 

UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); UU Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah 
dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU (Lembaran Negara 
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaiman telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan 
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 
2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, 
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan 
KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU 
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 



Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indoneia Tahun 
2017 Nomor 827); Peraturan KPU Nomor 5Tahun 2017 tentang Dana Kampanye 
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 828); Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 247/PL.03.5-
Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana 
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten 
Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman 
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU 
Kabupaten Karanganyar Nomor 28/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2018; KPU 
Kabupaten Karanganyar Nomor 10/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati danWakil Bupati 
Karanganyar Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 
11/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye 
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018. 

 
Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 46/PL.03.5-Kpt/3313/KPU-

Kab/VI/2018 diatur tentang : 

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Tugas Kantor 
Akuntan Publik adalah Melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati, Memberikan surat tugas kepada auditor yang akan 
melakukan audit, menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan 
audit kepada KPU Kabupaten Karanganyar paling lambat 15 (lima belas) hari sejak 
diterimanya LPPDK Pasangan Calon dari KPU Kabupaten Karanganyar, Membuat 
laporan hasil pekerjaan audit, Wajib menggunakan pedoman audit Dana 
Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU RI, Wajib membuat dan 
menyampaikan surat pernyataan independensi, Melaksanakan tugas lain yang 
berhubungan dengan Laporan Dana Kampanye dan Audit Laporan Dana 
Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018, Biaya yang timbul sebagai akibat 
ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076.01.2.627520/2018 
(3364.034.001.051). 
 

 CATATAN :  - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal  
  4 Juni 2018. 

- Lampiran 1 Halaman. 


